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Rutan/Lapas

Jumlah tahanan dan warga binaan dewasa di
Indonesia hingga akhir tahun 2009 adalah
101.209 orang [1]. Jumlah warga binaan/tahanan
yang ada di seluruh lapas/rutan di Indonesia
telah melebihi dari kapasitas yang tersedia.
Kelebihan kapasitas ini salah satu penyebabnya
adalah semakin meningkatnya jumlah tahanan
dan warga binaan narkoba hingga 30%[2]. Situasi
ini telah memperburuk salah satu permasalahan
utama di rutan/lapas yaitu kesehatan bagi warga
binaan. Satu indikasi semakin beratnya
permasalahan kesehatan di rutan/lapas adalah
semakin banyaknya kasus-kasus kematian warga
binaan/tahanan karena permasalahan kesehatan
seperti HIV/AIDS, TBC, Hepatitis, infeksi saluran
pernapasaan dan diare[3, 4].

Direktorat Bina Khusus Narkotika (Ditbinsustik),
Ditjen Pemasyarakatan, Departeman Hukum dan
HAM mencatat bahwa kasus kematian ini
sebagian besar diduga karena HIV/AIDS dimana
sebagian besar mereka yang meninggal memiliki
latar belakang kasus narkoba [2, 3]. Tampaknya
kecenderungan permasalahan ini tidak bisa
dilepaskan dengan persoalan penyebaran HIV di
kalangan pengguna napza suntik yang ada di
masyarakat yang berkisar 50% [5]. Semakin
banyaknya pengguna narkoba yang masuk ke

penjara dengan demikian akan mendorong
meningkatkan kasus-kasus HIV yang ditemukan
di lapas/rutan. Meskipun demikian, penyebaran
HIV ini tidak terjadi di luar penjara saja, tetapi
penularan juga memungkinkan terjadi di dalam
penjara karena prosentase penasun yang pernah
dipenjara dan mengaku pernah menyuntik
dipenjara berkisar antara 18% hingga 52%|6].
Dengan tidak adanya akses jarum suntik yang
steril di penjara, maka tidak mengherankan pola
berbagi jarum suntik menjadi hal yang umum
dilakukan oleh warga binaan/tahanan untuk
menggunakan narkoba. Selain itu juga diakui
terdapat praktek-praktek hubungan seksual
sesama penghuni lapas/rutan yang
memungkinkan terjadinya penularan HIV
diantara mereka [7]. Indikasi ini barangkali bisa
dilihat pada hasil survei surveilans pada tahun
2003 hanya pada warga binaan yang baru masuk
menunjukkan 5-10%, namun pada populasi
seluruh warga binaan yang ada di tempat itu
angka prevalensinya mencapai 30%. Angka-
angka ini menunjukkan bahwa proses penularan
HIV juga terjadi di dalam lapas[8].

Gambaran ini bisa menunjukkan bahwa
penanggulangan HIV di lapas/rutan menjadi
sebuah keharusan. Dengan mempertimbangkan
situasi perilaku warga binaan maka
penanggulangan HIV/AIDS di lapas/rutan harus



mengarah pada dua kegiatan utama. Pertama,
kegiatan pencegahan penularan dari warga
binaan yang satu kepada yang lain, termasuk di
dalamnya adalah perawatan narkoba. Kedua,
adalah perawatan bagi warga binaan yang telah
terinfeksi HIV sehingga bisa mengurangi tingkat
kesakitan dan kematian dari warga binaan[4].
Meski demikian, kegiatan ini hanya akan bisa
dilakukan dengan efektif jika terdapat kebijakan
atau peraturan yang memberikan ruang
terlaksananya kegiatan-kegiatan
penanggulangan HIV/AIDS di rutan/lapas.

Apakah ada kaitan antara upaya
penanggulangan HIV di Rutan/Lapas
dengan masyarakat?

Permasalahan HIV di lapas/rutan tidak dapat
dipisahkan dari permasalahan HIV yang ada di
masyarakat karena pola penyebaran yang
tampak di lapas/rutan dipengaruhi oleh pola
penyebaran yang ada di masyarakat[9]. Semakin
banyaknya warga binaan/tahanan yang terinfeksi
HIV disebabkan karena penyebaran yang meluas
pada pengguna narkoba suntik di masyarakat.
Demikian juga sebaliknya, sebagian besar warga
binaan/tahanan ini akan kembali lagi ke
masyarakat setelah masa hukumannya selesai
sehingga juga mempunyai potensi bagi mantan
tahanan/warga binaan yang telah terinfeksi
untuk menularkan ke orang lain melalui kegiatan
seksual maupun penggunaan narkoba yang tidak
aman. Oleh karenanya, upaya penanggulangan
yang ada di lapas/rutan tidak bisa dipisahkan dari
upaya penanggulangan yang dilakukan di
masyarakat.

Bagaimana penahanan bisa
mempengaruhi perilaku berisiko?

Warga binaan/tahanan mungkin telah terlibat
dalam kegiatan berisiko tertular HIV sebelum
masuk rutan/lapas dan melanjutkannya di dalam
rutan/lapas. Kegiatan ini misalnya kegiatan

seksual (suka rela atau paksaan), penggunaan
narkoba, atau pembuata tattoo[4, 6, 7, 9]. Tetapi
perilaku ini menjadi lebih berisiko ketika berada
di rutan/lapas karena tidak adanya akses
terhadap jarum suntik steril, kondom atau alat-
alat pencegahan yang lain. Demikian keluar dari
lapas/rutan dan masuk kembali ke masyarakat
merupakan satu merupakan masa yang sulit bagi
seseorang dan ini bisa mendorong seseorang
untuk melakukan perilaku yang berisiko[10].
Orang yang baru saja lepas bisa saja merayakan
kebebasannya dengan berbagi perilaku yang
terkait dengan penularan HIV misalnya dengan
minum, menggunakan narkoba atau melakukan
kegiatan seks. Tidak sedikit orang yang keluar
dari penjara kembali lagi ke penjara karena
kembali melakukan kegiatan yang sama dengan
kegiatan yang membuat dia dipenjara.

Apa yang sudah dilakukan selama ini?

Prinsip umum dari penanggulangan HIV di
lapas/rutan seperti yang telah digariskan oleh
WHO dalam pedoman penanggulangan HIV di
penjara bahwa ‘semua warga binaan/tahanan
memiliki hak untuk memperoleh perawatan
kesehaan termasuk upaya-upaya pencegahan
yang sama seperti yang tersedia di masyarakat
tanpa adanya diskriminasi’[11]. Menyikapi
mendesakknya dilakukannya program bagi warga
binaan/tahanan ini maka Dirjen Pemasyarakatan
telah mengembangkan rencana stategis
penanggulanan HIV/AIDS di rutan/lapas bekerja
sama dengan system kesehatan masyarakat dan
lembaga swadaya masyarakat (LSM) [12].

Secara umum kegiatan yang telah dilakukan bisa
dikategorikan menjadi dua yaitu: pertama,
kegiatan penanggulangan secara langsung
ditujukan kepada paa warga binaan/tahanan.
Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:

Pendidikan pencegahan. Tujuan dari kegiatan
pendidikan ini adalah untuk meningkatkan
pengetahuan dan kesadaran warga binaan



tentang penularan HIV dan cara-cara praktis
untuk menghindari penularannya. Kegiatan
pendidikan ini bisa dilakukan oleh staf dari
lapas/rutan atau dari pihak luar seperti dinas
kesehatan atau lembaga swadaya masyarakat.
Namun yang paling penting dari proses
pendidikan ini adalah keterlibatan warga binaan
di dalam memberikan informasi kepada sesame
warga binaan. Sebagai gambaran, hingga
Desember 2009 sekitar 60 ribu warga binaan di
34 lapas/rutan di Indonesia telah terpapar
beberapa kegiatan pemberian informasi yang
diberikan oleh berbagai lembaga swadaya
masyarakat di enam propinsi[13]. Untuk
menguatkan mendukung penyebaran berbagai
jenis informasi tersebut, telah juga dilatih juga
sejumlah warga binaan sebagai pendidik sebaya.
Meski merupakan kegiatan yang sangat penting
untuk dilakukan, kegiatan pendidikan ini dinilai
masih belum mencukupi untuk mendorong
perubahan perilaku berisiko para warga binaan.
Kegiatan pendidikan perlu dilengkapi dengan
kemudahan untuk mengakses alat-alat
pencegahan[7, 9].

Konseling dan testing untuk HIV. Kegiatan ini
memungkinkan sekali untuk ditawarkan kepada
warga binaan lapas/rutan sebagai pintu masuk
untuk melakukan pencegahan dan perawatan
HIV. Layanan ini juga dilengkapi dengan layanan
komprehensif konseling pra-tes termasuk proses
meminta persetujuan untuk melakkan tes
tersebut (inform consent) yang menjelaskan
tentang berbagai kemungkinan yang timbul
diakibatkan oleh hasil test tersebut. Sebagai
sebuah sarana untuk melakukan perawatan,
maka layanan ini juga dilengkapi dengan layanan
perawatan dan dukungan bagi mereka yang
memiliki hasil tes positif. Sebanyak 15 lapas telah
melakukan pelayanan komprehensif ini dan
warga binaan yang telah memanfaatkan layanan
ini sebanyak lebih dari 4.285 orang hingga Juli
2009 [14]).

Perawatan dan dukungan kepada warga binaan
yvang telah terinfeksi HIV. Ketersediaan terapi
antiretroviral (ART) telah terbukti bisa
menurunkan angka mortalitas dari orang yang
hidup dengan HIV (ODHA)[9, 14, 15]. Demikian
juga angka mortalitas dari warga binaan yang
telah terinfeksi HIV juga bisa dikurangi dengan
adanya layanan ART ini di lapas/rutan. Selain itu
juga telah terbukti bahwa jika disediakan akses
terhadap terapi, warga binaan memiliki tingkat
kepatuhan yang tinggi atau bahkan lebih tinggi
dibandingkan dengan pasien yang ada di
komunitas [9]. Meski masih terbatas, layanan ini
telah dilakukan oleh sekitar 10 lapas/rutan
dengan melakukan jejaring dengan RSUD atau
puskesmas terdekat. Selain itu telah dilakukan
berbagai macam pelatihan perawatan, dukungan
dan pengobatan kepada staf lapas/rutan serta
pengembangan pedoman (SOP) untuk
manajemen kasus dan pengobatan [3].

Perawatan Ketergantungan Narkoba. Upaya
pengurangan risiko terhadap penularan HIV bisa
juga dilakukan dengan melakukan pelayanan
perawatan narkoba.Pelayanan ini bisa
mengambil dua bentuk. Pertama adalah upaya
untuk ‘membebaskan’ warga binaan terhadap
ketergantungan narkoba dengan
mengembangkan program terapi rehabilitasi
berbasis medis, social atau keagamaan. Sejauh
ini 14 rutan/lapas telah memiliki program terapi
dan rehabilitasi berbasis pendekatan social dan
keagamaan [3]. Sementara itu, disejumlah
rutan/lapas telah dibentuk sejumlah kelompok
dukungan warga binaan untuk menjauhkan dari
keinginan menggunakan narkoba (narcotic
anonymous). Bentuk perawatan yang kedua
adalah terapi substitusi oral dimana
ketergantungan terhadap narkoba dialihkan
dengan menggunakan zat lain yang dikelola
secara medis. Diharapkan dengan program
pengalihan ini, kehidupan warga binaan yang
mengalami ketergantungan narkoba bisa lebih
stabil dan bisa berfungsi dengan baik. Hingga
tahun 2008 sebanyak 1.079 warga binaan telah



memanfaatkan layanan di empat lapas di
Denpasar, Jakarta dan Bandung[14]. Sementara
itu hingga September 2009 empat lapas/rutan
yang memiliki layanan jumlah pasien aktif
sebanyak 65 warga binaan [15]. Sejumlah studi
telah menunjukkan bahwa berbagai keuntungan
pengembangan program substitusi di lapas ini
antara lain: memungkinkan untuk memberikan
kelanjutan pelayanan yang telah diterima oleh
warga binaan sebelum masuk ke lapas,
mengurangi angka kematian pada warga binaan
yang disebabkan oleh overdosis, memungkinkan
untuk melanjutkan perawatan lanjutan setelah
pembebasan, mengurangi kemungkinan untuk
kembali ke lapas (residivisme)[9, 16].

Jenis kegiatan yang kedua, adalah kegiatan yang
lebih berorientasi untuk membangun lingkungan
yang mendukung bagi kegiatan-kegiatan
penanggulangan HIV di lapas. Kegiatan ini antara
lain pengembangan kebijakan dan pedoman bagi
upaya penanggulangan di lapas. Kebijakan atau
regulasi yang telah dikembangkan oleh
Direktorat Jendral Pemasyarakatan antara lain
Stranas Penanggulangan HIV/AIDS dan
Penyalahgunaan Narkoba di Lapas/Rutan,
Rencana Induk Penguatan Sistem dan
Penyediaan Layanan Klinis Terkait HIV/AIDS di
Lapas/Rutan, Petunjuk Pelaksana Teknis Layanan
Dukungan dan Pengobatan HIV/AIDS di
Lapas/Rutan, SOP Pelaksanaan Metadon di
Lapas/Rutan, Surat Edaran Dirjen
Pemasyarakatan Tentang Monitoring dan
Evaluasi Program Penanggulangan HIV/AIDS di
Lapas/Rutan[3, 14] .

Selain itu upaya pengembangan kapasitas
sumber daya manusia di lingkungan lapas/rutan
juga telah dilakukan antara lain lokakarya
tentang penanggulangan AIDS bagi
kalapas/karutan, pelatihan untuk pelatih
komunikasi perubahan perilaku (KPP), pelatihan
pelayanan klinis (IMAI), pelatihan konselor,
pelatihan tentang adiksi dan pelatihan tenaga
laboratorium|[3].

Kebijakan apa yang perlu dikembangkan
untuk memperkuat Program ini?

Hingga saat ini belum ada sebuah evaluasi untuk
melihat efektivitas program penanggulangan
HIV/AIDS di lapas/rutan. Tetapi dengan mengacu
efektivitas program penanggulangan lapas/rutan
yang dikembangkan oleh WHO, maka bisa dilihat
bahwa program yang sekarang ini telah menuju
arah yang positif mengingat dua persyaratan
efektivitas program yaitu adanya strategi
pencegahan yang efektif dan strategi structural
dan strategi medis telah dikembangkan di dalam
perencanaan strategis penanggulangan HIV/AIDS
di lapas[9]. Meski demikian, ada beberapa
kegiatan yang terbukti efektif untuk mengurangi
risiko belum dilakukan misalnya pendistribusian
kondom dan jarum suntuk steril, pengembangan
program pra pembebasan dan program transisi .

Kerja sama antara system pemasyarakatan,
system kesehatan masyarakat (dinas kesehatan,
puskesmas, rumah sakit, LSM, pusat terapi
rehabilitasi narkoba) dan warga binaan/tahanan
merupakan hal paling penting di dalam
mewujudkan model penanggulangan HIV/AIDS
yang efektif. Kerja sama ini juga memungkinkan
untuk menangani dengan efektif permasalahan
kesehatan masyarakat pada satu sisi, dan pada
sisi yang lain juga memberikan pemahaman
tentang permasalahan keamanan dan prioritas di
dalam pembinaan warga binaan/tahanan.
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